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ABSTRAK 

Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 

dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan harus dihapus. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah 

tangga. Tipe penelitian adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis, 

sumber data: data sekunder dan data primer.  Analisa data dilakukan secara kualitatif. Kekerasan 

dalam rumah tangga dirumuskan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik 

maupun spikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup keluarga yang pada umumnya 

didekatkan oleh seseorang yang memiliki hubungan "dekat" dengan korban.Pasal 1 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan perlindungan adalah segala upaya yang 

ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban (anak) yang dilakukan oleh pihak 

keluarga. Setiap anak yang terampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlindungan secara 

manusiawi dari kekerasan dan diskriminasi, dan bagi setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan tindak pidana terhadap anak yang menyangkut harkat dan martabatnya sebagaimana 

dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 memberikan 

hukuman pidana kurungan antara 3 sampai 15 tahun dengan denda minimal 50 sampai dengan 300 

juta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan, masalah ketentuan pidana ini di atur 

dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Penerapkan sanksi hukum kepada pelaku merupakan 

bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, meskipun 

pasal-pasal dalam KUHP  hanya mengatur sebatas pada kekerasan fisik semata, sehingga 

diperlukan suatu pembaharuan hukum seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 
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PENDAHULUAN 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan 

terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus. 

Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014) sebagai suatu aturan yang khusus memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat 

anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan haknya dan terhindar dari segala 

bentuk tindakan diskriminasi yang menyangkut realitas sosial perkembangan kehidupannya yang 

masih sulit untuk diwujudkan. Kemudian Pemerintah Indonesia juga menetapkan Undang-Undang 

Kekerasan Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang ketentuan pidana terhadap 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terhadap anak yang menyangkut 

harkat dan martabatnya, yaitu dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Dimana dalam pasal-pasal 

tersebut secara tegas mencantumkan ancaman pidana kurungan secara bervariasi dan denda 

minimal 3 tahun maximum 15 tahun dengan pidana denda minimal 50 juta maximum 300 juta. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(selanjutnya digunakan singkatan KDRT). Ketentuan pidana seperti ini baik untuk ancaman 

pidana atau denda diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Selain itu dapat pula dikenai 

pada tambahan yang berupa: 

a. Pembatasan gerak pelaku maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. 

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. 

Kekerasan terhadap anak dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Umumnya tindak 

pidana ini terjadi dalam lingkup keluarga miskin dan pelakunya adalah orang-orang yang terdekat 

dengan mereka. Kondisi-kondisi inilah yang membuat kita semakin miris dan sangat 

memprihatinkan terhadap upaya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak 

sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tenteng Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT). 

 

METODE 

Medote penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu dalam mencari data yang 

dipergunakan berpegangan pada segi-segi yuridis. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang 

sejelas-jelasnya mengenai permasalahan yang diteliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan masa hukuman yang sangat tidak adil bagi pelaku kekerasan anak telah 

menjadi salah satu aspek yang menunjukkan kegagalan sistem hukum pidana dalam melindungi 

korban. Secara psikis jelas korban akan menanggung penderitaan yang cukup lama yang tidak 

dengan mudah dihapuskan dalam sejarah hidupnya. Penerapan pemidanaan ini dapat dilihat 

dalam pasal-pasal penganiayaan (yang diberlakukan pada kekerasan dalam rumah tangga). Di 

samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dinyatakan pula tidak adanya 

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di lingkungan domestik. Kekerasan yang 

dilakukan oleh bapak, saudara laki-laki atau kerabat lain dalam keluarga terhadap anak tidak bisa 

tercakup dalam rumusan tindak pidana kekerasan umum yang diatur dalam KUHP. Oleh karena 

itu, banyak kalangan yang mengajukan tuntutan serta melakukan upaya untuk merumuskan 

kekerasan dalam suatu Rancangan KDRT. Dengan demikian maka asas Lex specialis Derogat Lex 

Specialis Derogat Lex Generalis dan Pasal 103 KUHP dapat diberlakukan karena adanya Undang- 

Undang khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2014 tenteng Perlindungan Anak. 

Deskripsi di atas memperjelas dan menunjukkan korban tidak berdaya di mata praktik 

peradilan pidana. Artinya, derita korban yang tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal 

ini hakim yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Ternyata dipandang kurang bisa memberikan 

rasa keadilan terbukti, karena sebanding dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, 

Pada dasarnya tujuan hukum pidana itu sendiri adalah untuk menegakkan keadilan, sehingga 



ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-

putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat  

Penghukuman yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan salah satu hak yang dituntut oleh 

pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak 

hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Dengan 

menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal tersebut merupakan 

suatu bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Dalam perkembangan Hukum Pidana mengenai sanksi pidana merupakan langkah awal 

kemajuan perlindungan hukum terhadap korban khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga, karena dicantumkan sanksi pidana baru dalam Konsep Rancangan KUHP, yaitu pidana 

ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 jo 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah 

sebagai berikut: 

1. Kekerasan Fisik (Pasal 6) 

2. Kekerasan Psikis (Pasal 7) 

3. Kekerasan Seksual (Pasal 8) 

4. Kekerasan ekonomi atau penelataran kehidupan Rumah Tangga (Pasal 9). 

Kejahatan yang melanggar hak sesama manusia dan mengakibatkan sesuatu yang fatal 

secara fisik maupun psikologis bagi korbannya merupakan suatu kejahatan serius, terutama kasus 

kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan 

pelanggaran dari hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Hal tersebut 

mencerminkan pihak yang kuat menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya. Pelanggaran 

Hak Asasi Manusia dan juga merendahkan harkat dan martabat Dalam Pasal 1 Deklarasi 

Universal mengenai martabat manusia yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas dan 

sama dalam martabat dan hak. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki dengan 

kehadiran di dalam kehidupan bermasyarakat tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau 

kelamin. Dasar dari hak asasi itu sendiri adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan 

dan perlakuan yang sama untuk berkembang 
1
 

Terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (etiologi kriminal), meliputi :
2
 

1. Provocative Victims 

Dalam hal ini korban telah melakukan suatu perbuatan terhadap pelaku tindak pidana dan 

perbuatan tersebut telah merangsang si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa proses terjadinya korban dimulai dari korban itu sendiri. 

2. Parcipitative Victims 

Dalam hal ini korban tidak melakukan perbuatan yang spesifik terhadap pelaku tindak pidana, 

tetapi secara tidak disadari perbuatan korban mempercepat atau cenderung untuk 

mempengaruhi pelaku untuk berbuat jahat 

3. Biologically Weak Victims 

Dalam hal ini korban yang secara biologis dalam kondisi yang lemah, baik dalam arti fisik 

maupun mentalnya dan dalam kondisi yang lemah tersebut akan mempengaruhi seseorang 

untuk melakukan tindak pidana dan sebenarnya yang bertanggung jawab adalah pelaku tindak 

pidana, namun disamping itu masyarakat juga turut bertanggung jawab karena secara tidak 

sistematis tidak memberikan perlindungan terhadap korban. 

4. Socially Weak Victims 

Dalam hal ini korban yang ditinjau dari sisi sosialnya lemah, dimana korban oleh masyarakat 

dianggap merupakan bagian yang belum terintegrasikan secara lemah. Sedangkan partisipasi 

korban terhadap pencegahan dan perlindungan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

antara lain: Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 

yaitu: a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana. b. Memberikan pelindungan terhadap 

                                                             
1 Peter Bachn, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi 

Manusia, 2001, hal. 183. 
2 Hj. Suhartati Astoto, Victimologi /, 2005, hal. 15-18. 



korban.c. Memberikan pertolongan darurat, dan d. Membantu proses pengajuan permohonan 

penetapan perlindungan. 

 

PENUTUP 

Tindakan terhadap korban, selain berupa perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, berhak pula untuk 

mendapatkan ganti kerugian, rehabilitas serta memperoleh bantuan hukum dan mempunyai 

kewajiban untuk menjadi saksi, hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan yang 

sebenarnya. Dalam hal mengenai restitusi, kompensasi, asistensi dan rehabilitasi serta upaya 

pemulihan tersebut sangat diperlukan oleh korban terutama korban kekerasan diam rumah tangga. 

Sedangkan upaya untuk mencapai keadilan dan mendapatkan ganti rugi akibat dari tindak 

kekerasan belum mencapai hasil yang maksimal. 

Masyarakat sering merasa tidak mempunyai kewajiban untuk menegakkan rasa tanggung 

jawab moral. Sehingga anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kurang 

mendapat perhatian akibatnya korban yang tidak berani mengungkap kasus kekerasan yang 

menimpanya karena khawatir akan diketahui publik atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu 

masyarakat dituntut untuk lebih peduli dan berpartisipasi secara optimal terhadap keadaan dan 

penderitaan orang lain khususnya ank-anak. Pola individual dan pola patriarki dalam masyarakat 

menjadi penyebab enggannya para korban kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk 

melaporkan tindak kekerasan yang menimpa dirinya, karena korban sebagai individu dalam hal ini 

merasa dirinya tidak diperdulikan, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. 
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